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Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap sektor kehidupan manusia, seperti konstruksi, sehingga
Pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan di mana salah satunya adalah insentif Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Namun, realisasi insentif tersebut cukup rendah pada tahun
2020 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis
faktor-faktor deteminan dalam implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja pada sektor
konstruksi menggunakan teori implementasi dari Grindle dengan menggunakan dimensi content of policy
dan context of implementation. Pendekatan penelitian ini adalah post positivistdengan teknik analisa data
secara kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan
mengaplikasikan teknik pengumpulan data melalui field research melalui wawancara mendalam dan studi
kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP telah
memberikan kebermanfaatan bagi pegawai pada sektor konstruksi. Implementasi tersebut pun dipengaruhi
oleh sembilan determinan berdasarkan teori implementasi dari Grindle Indikator di mana interests affected
menunjukkan keputusan perusahaan konstruksi memanfaatkan insentif adalah untuk membantu para
pegawainya, type of benefits menunjukkan adanya kebermanfaatan bagi pegawai perusahaan konstruksi
dengan bertambahnya penghasilan yang diterima, extent of change envisioned menunjukkan keikutsertaan
perusahaan konstruksi didasarkan pada tujuan yang jelas untuk membantu pegawai, site of decision making
meunjukkan bahwa keputusan perusahaan konstruksi telah melalui proses pengambilan keputusan pada
jajaran direksi, program implementors menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak dalam implementasi
kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP, resources committed menunjukkan adanya sumber daya yang
digunakan perusahaan konstruksi dan juga Kementerian Keuangan dalam implementasi kebijakan insentif
PPh Pasal 21 DTP, power, interest, and strategies of actor involved menunjukkan adanya kekuatan,
keinginan, dan strategi perusahaan konstruksi untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, institution
and regime characteristics menunjukkan adanya alasan perusahaan konstruksi untuk memanfaatkan insentif
PPh Pasal 21 DTP, compliance and responsiveness menunjukkan adanya kepatuhan perusahaan konstruksi
untuk menjalankan kewajiban pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 DTP.
Selain itu, ditemukan duafaktor pendukung, yaitu kondisi finansial wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.
Namun, terdapat empat faktor penghambat, antara lain keterlambatan petunjuk teknis, kurangnya sosialisasi
dari pemerintah, terbatasnya wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif, dan kendala administratif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu apresiasi kepada pemerintah dengan keseriusannya untuk
membantu pegawai terdampak pandemi COVID-19 dan juga mendorong wajib pajak agar Iebih aktif dalam
menjaankan kewajiban perpajakan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah,
seperti sosialisasi, kesiapan sistem perpajakan, dan dampak yang ditimbulkan suatu kebijakan kepada
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masyarakat.

...... COVID-19 has impacted human activities, significantly construction, and the government of Indonesia
has stipulated several tax incentives that include tax incentives on employment income tax borne by the
government. The realization of the tax incentive was low in 2020 and significantly increased in 2021. This
research is purposed to analyze the determinant factor of implementation of atax incentive on employment
income tax borne by the government in the construction sector with the theory of implementation by
Grindle. The approach of this research is post-positivist with a qualitative analysis method. The types of data
are primary and secondary through interviews and literary studies. The research has shown that the
implementation of atax incentive on employment income tax borne by the government has given a positive
impact on the employee in the construction sector. The implementation is affected by the determinant factor
of the theory of implementation by Grindle that interests affected shows that the construction company have
applied for the incentive with a purpose to help its employee; type of benefits shows that the benefit of the
incentive is the increment of income of the construction employee; extent of change envisioned shows that
the construction company has a good reason to apply for the incentive which isto help its employee; site of
decision making shows that the construction company has had decision making process in the management;
program implementors shows that there were alot of people who have involved in the implementation
process; resources committed; power, interest, and strategies of the actor involved shows that the
construction company has shown the power, interest, and strategies to involved in the incentive; institution
and regime characteristics shows that each stakeholder has its own reason to involved in the incentive; and
compliance and responsiveness shows the obedient and responsibility of the stakeholders. Moreover, this
research finds out that financial condition and compliance are the supporting factors. On the other hand,
delay of the guidance, lack of information, limited recipient, and administrative problems are the obstacles
that have affected the implementation. This research has also shown that the government should be
appreciated for the effort and encourage the taxpayers to be more active. However, the government needs to
improve the accessibility of information, the tax system, and the policy’s effect on the taxpayers.



